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STATUS ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Status Anak dalam Hukum Positif
Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia diatur mengenai status

dari seorang anak. Pasal 42 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa, “Anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah”. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyebutkan
bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.®! Bunyi Pasal 43 ayat (1) ini
kemudian mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
Putusan Nomor 46 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut
harus dibaca,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan\atau

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”%?

Dari kedua pasal di atas maka status anak dalam hukum positif di Indonesia

dapat dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin.

81 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” him.
16.

82 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 46/PUU-VI1I11/2010,”
Jakarta, 2010, him. 37.
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Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak.
Dalam Pasal 50 undang-undang tersebut disebutkan bahwa,

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak
yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta
perkawinan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan
pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan dan
menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.®

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa terhadap seorang anak bisa
dilakukan pengesahan setelah kedua orang tuanya melakukan perkawinan. Pasal
tersebut kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan menjadi, “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak
yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan
hukum negara.”®

Lebih lanjut terkait asal-usul seorang anak, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Pekawinan menyebutkan,

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran
yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka
Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang

8 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,” him. 26.

8 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” Jakarta, 2013, hlm.
13.
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anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti
yang memenuhi syarat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan, “ldentitas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.’®® Dalam
Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kelahiran merupakan peristiwa
penting pertama yang wajib dilaporkan dan dicatatkan. Pasal 27 Undang-undang
tersebut menyebutkan bahwa,
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi
Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menebitkan
Kutipan Akta Kelahiran.®
Dari peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa seorang anak berhak
untuk memiliki identitasnya yang tertuang dalam akta kelahiran. Akta kelahiran pun
menjadi penting bagi seorang anak, karena merupakan bentuk perlindungan dan
pengakuan negara terhadap status hukum anak beserta identitasnya.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan

kelahiran warga negara Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yakni:

8 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” him.
20.

8 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak,” him. 9.

87 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,” 16.
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surat keterangan kelahiran;

buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
KK; dan

KTP-el .

Pada situs web Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,

disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan kutipan akta

kelahiran adalah sebagaimana berikut:

Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:

1.

Mengisi Formulir Akta Kelahiran F.2-01 (yang disahkan oleh pihak
Kelurahan).

Asli surat keterangan lahir RS/Bidan/Lurah.

3. Buku Nikah dari KUA/Akta Perkawinan dari Capil/Akta Cerai (asli dan
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fotocopy).

KTP Ayah dan Ibu (asli dan fotocopy).

KTP 2 orang saksi (asli dan fotocopy).

KK Pemohon / Orang tua (asli dan fotocopy).

KK 2 orang saksi (fotocopy).

Fotocopy Akta Kelahiran anak terdahulu (bagi yang memiliki).
Fotocopy ljazah (bagi yang memiliki).

Berdasarkan peraturan di atas, salah satu syarat dalam penerbitan akta

kelahiran seorang anak adalah dengan melampirkan buku nikah atau akta

perkawinan kedua orang tuanya. Dengan begitu, status dan kedudukan seorang

anak ini tidak terlepas dari keabsahan serta pencatatan perkawinan kedua orang

tuanya.

8 Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,” Jakarta, 2018, Pasal 33,

him. 18.

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, “Akta Kelahiran,”
https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/akta-
kelahiran.html#:~:text=KTP%202%200rang%20saksi%20(asli,terdahulu%20(bagi%20yang%20m
emiliki). Diakses pada 01 Juli 2023.


https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/akta-kelahiran.html#:~:text=KTP%202%20orang%20saksi%20(asli,terdahulu%20(bagi%20yang%20memiliki
https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/akta-kelahiran.html#:~:text=KTP%202%20orang%20saksi%20(asli,terdahulu%20(bagi%20yang%20memiliki
https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/akta-kelahiran.html#:~:text=KTP%202%20orang%20saksi%20(asli,terdahulu%20(bagi%20yang%20memiliki
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B. Status Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam dikenal istilah nasab. Nasab merupakan sesuatu yang penting
dalam Islam, dan menjaga nasab merupakan salah satu dari dharudiyat al-khamsah
atau lima kebutuhan asasi yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Nasab

merupakan hak paling pertama yang harus diterima seorang anak dari kedua orang

tuanya.®® Nasab berasal dari kata dalam bahasa Arab Uxd — &t — il yang

berarti keturunan, menetapkan keturunan, atau kerabat.®® Ibnu Katsir dalam tafsir
beliau mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun yang membentuk

keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.®

Penetapan nasab seorang anak tergantung kepada perkawinan kedua orang

tuanya. Rasulallah SAW bersabda,

% skl aally Al G106 ey de ) Lo o 1 22 - we ) o) 53 T 229
“Anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina mendapatkan batu.”%

Berkaitan dengan hadis tersebut, Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa,

% Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, him. 21.
%L Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t), hlm. 4405.

% |bnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina
limu, 2005), him. 27.

% |bnu hajar al-Asgalani, Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam, no. hadis 1124, him. 164.
Hadis riwayat Bukhari No. 6818 dan Muslim No. 1458.

% Ibnu hajar al-Asgalani, Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam, terj. 1zzudin Karimi, him.
612.
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“Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran,
baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya
hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, persetubuhan yang
samar status hukumnya, atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah
membatalkan adat yang berlaku pada zaman jahiliyyah yang memberlakukan
nasab anak hasil zina. Rasulullah Saw. bersabda, “Nasab seorang anak itu
dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam
pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu” Hadis ini
artinya nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan
dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina maka tidak layak dijadikan
sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berzina adalah dirajam atau
dilempari dengan batu.%

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa anak yang terlahir akibat

perkawinan yang sah maka nasabnya dikembalikan kepada ayahnya,

ol lgomgy ) oy emens Trlg) gl 5TU 4 3B s g O e clgad)
TS ety o) Led i &) ST 1 LAl sl My e phall Wlly auall

“Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita
dengan jalan perenikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan
kepada suami wanita tersebut. Dalil hadisnya berbunyi, “nasab seorang anak
itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang memiliki firasy”. Maksud
kata firasy dalam hadis tersebut adalah istri yang telah diaguli.”®®

% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-1slami wa Adillatuhu, him. 675.

% \Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-1slami wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid
10, him. 27.

% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, him. 681.

% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk,
him. 32
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Selain dari perkawinan yang sah, nasab seorang anak juga dapat
dikembalikan kepada ayahnya sebab perkawinan yang fasid.

“penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam
perkawinan yang sah,”%

Adapun terkait anak hasil perzinahan, Imam al-Sayyid al-Bakry
menjelaskan bahwa anak hasil zina menjadi pendahulu ibunya sebab ia tidak
dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana

yang terdapat dalam kitab 7’anah al-Thalibin,
1080l 4] iz ) g O o ¥ Y T (B 5 W )
Dari beberapa pendapat fugaha di atas, maka status dan kedudukan seorang
anak dalam Islam itu bergantung pada pernikahan kedua orang tuanya. Apabila ia
merupakan hasil dari perkawinan yang sah ataupun perkawinan fasid, maka ia akan
memperoleh nasab dan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Namun apabila
merupakan akibat di luar perkawinan atau perilaku zina, maka ia hanya akan

mendapatkan nasab dan hak-haknya dari ibunya saja.

% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, him. 686.

100 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk,
him. 35.

101 Abu Bakar Syatha, I’anah al-Thalibin, (Beirut, Dar al-Kutub al-1lmiah, 1995), jilid 2, him.
214.



